
e. bahwa ..... 

c. bahwa Pemerintah Kota Depok, saat ini beium memiliki rumah 

jabatan untuk Pimpinan atau rumah Dinas untuk Anggota DPRD 

Kota Depok; 

d. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nornor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dalam hal ini Pemerintah Oaerah belum dapat 

menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota 

DPRD. kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 
perumahan; 

a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinar. dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) unit 
Kendaraan Dinas Jabatan; 

b. bahwa berdasarkan Pasa! 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Anggota DPRD dapat 

disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta r perlengkapannya; 

Menimbang 

WAUKOTA DEPOK, 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK 

TAHUN ANGGARAN 2012 

PERATURAN WAUKOTA DEPOK 
NOMOR 01 TAHUN 2012 

TENT ANG 

WAUKOTA DEPOK 



6. Undang .... 

Walikota tentang Tunjangan Perurnahan bagi Pirnpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok 

Tahun Anggaran 2012; 

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3828); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Ko!usi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 

3. Undang-undang Nomor 17 T ahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-undang Nemer 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Norn or 4355); 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

g. 

e. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

sebagaimana diamksud dalam huruf d, Tunjangan Perumahan 

diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan: 

f. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ketentuan lebih lanjut 

mengenai besarnya tunjangan perumahan untuk pimpinan dan 

Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu ditetapkan Peraturan 

Mengingat 



12. Peraturan ..... 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah tarakhir 

dengan Undang-undang Nornor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 

Repub!ik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 



Pasal 2 .... 

Pasal 1 

(1). Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota 

DPRD Kota Depok Tahun Anggaran 2012 adalah sebagai 

berikut: 

a. Ketua Rp. 7.000.000,- Perbuian 
b. Wakil Ketua Rp. 6.875.000,- Perbulan 
c.Anggota Rp. 6.500.000,- Perbulan 

(2). Tunjangan sebagaimana diamksud pada ayat (1) dibayarkan 

setiap bulan terhitung mulai Januari 2012. 

MEMUTUSKAN: 
PER.ATURAN VVALIKOTA DEPOK TENTANG TUNJANGAN 

PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PER\/VAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK TAHUN 

ANGGARAN 2012. 

Menetapkan 

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lernbaran Daerah Kota 

Depok Tahun 2008 Nomor 07); 

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kota Depok 

Tahun 2008 Nornor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 

2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Depok 

Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20); 

14. Peraturan Oaerah Kata Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Pokok-Pokok Pengeloiaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11 ); 

15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 
Anggaran 2011 ( Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 
Nomor 01 ); 



SERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 01 

Hj. ETY SURYAHATI, 

Diundangkan di Depok 
pada tanggal 03 Ja1TJ.2ri 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK 

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL 

Ditetapkan di Depok 

pada tanggal 03 Janueri 201.2 

WALIKOTA DEPOK, 

Pasal 2 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 

Kota Depok. 



AFRIZAL SH 
. 1967 0126 1994 03 1005 

KEPALA BAGIAN HUKUM, =i2::. 

Bersama ini kami sampaikan rancangan Peraturan Wafikata 
tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggata Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Depok Tahun Anggaran 2012 untuk mendapat penetapan. 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan rancangan Peraturan Walikota 
,-. tersebut dengan ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : 

1. Bahwa Rancangan Peraturan Walikata ini diajukan berdasarkan usulan dari 
Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Depak 
dengan Nata Dinas Nomor : 255/ND/OrtalaNlll/2011. 

2. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomar 37 Tahun 
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah belum dapat 
menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada 
yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. 

3. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana 
diamksud dafam angka 2, Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang 
dan dibayarkan setiap bulan. 

4. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana 
dimaksud dalam angka 2, ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan 

!"""' perumahan untuk pimpinan dan Anggata DPRD ditetapkan dengan Peraturan 
Kepala Daerah. 

5. Materi pada rancangan Peraturan Wafikota ini telah dikoordinasikan dengan 
Kepala Dinas Pendapatan Pengelalaan Keuangan dan Aset Kata Depak selaku 
unit pengusul. 

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon penandatanganan 
rancangan Peraturan Walikata dimaksud dan apabila bapak lidak berkenan mohan 
arahan lebih lanjut. 

Dari 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

NOTA DINAS 
Yth. Bapak Walikata Depok 
Melalui Sekretaris Daerah Kata Depok 
Kepala Bagian Hukum 
Biasa 
1 (satu) berkas 
Penyampaian Rancangan Peraturan Walikata Depak 

Kepada 

PEMERINTAH KOTA DEPOK 
SEKRET ARIAT DAERAH \ 

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat 
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217 

1i4 



Syafrizal, SH 
NIP: 010 253 679 

Kepala Bagian Hukum 

Jalan Margonda Raya No. 54,Telp. (021) 7773610, 7762960 Depok 

PEMERINTt KOTA DEPOK ' 
'f ' 1 . 

SEKRET.ARIAT DAERAH 



Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. 

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengajukan Permohonan 

penerbitan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kata Depok Tahun Anggaran 2012. 

3. Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada nomor 1, 

ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan untuk pimpinan 

dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

1. Pasal 20 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam hal 

ini Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau 

rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 

perumahan. 

2. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dirnaksud pada nomor 1, 

Tunjangan Perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan. 

Berdasarkan : 

DE POK 
di- 

Sekretaris Daerah Kota Depok 
Melalui Kepala Bagian Hukum 
Setda Kota Depok 

Kepada 
~o / 1 ·I> f """JJ l I - .201:l 
Segera Yth. 
1 berkas 
Permohonan Peraturan Walikota. 

Nomor 
Sifat 
Lamp 
Peri ha I 

Depok, ~ Januari 2012 

PEMERl·NTA.H KOTA DEPOK 
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET . . . . . - ~- . 

. Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok Telepon (021).77217366 - 77217367 
DEPOK- JAWA BARAT 16431 



d. J~rahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Namor 
37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Namor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 

Keuangan Pimpinan dan Anggata Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 

rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggata DPRD, kepada 
yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan; 

Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 1:Ei,?_Mat":'{1}l!2eraturan P~merintah Namor 

24 Tahun 24 Jahun 2004 tea.t~D9 Kedudukan Protakaler dan 

Keuangan Pimp,!Eai15::_dan Ang~cif~~§'De,wan Perwakilan Rakyat 
Daerah, Pimpinan~T@,PR1J":iffls~gj9kan ~1'~ing-masing 1 (satu) rumah 

- __....., ...... •.·co-'~" ·~C-'C" ~ 

Jabataa., beserta pSf!er=i~kapa:rtf'iii; dan 1 (satu) unit Kendaraan 
fti~~iijten; ·::c'.~ .~ 

b:=~aamwa beilasarkan P~f 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

__ sebai~!!faniiiji!l'Ja~stqe{" -pada huruf a, Anggata DPRD dapat 
.£:C:::-:-~~::.:;;:;-ilisedi;k~~~ masi~;~;asing 1 (satu) rumah dinas beserta 

_ _:::_ ~~F~gka~~iii; 
q~ ·-·-A -""""~~ =,- 

c. bahwi~Pemerintah Kata Depak, saat ini belum dapat menyediakan 
··:t:.:... . rumat:E})abatan bagi Pimpinan atau rumah dinas untuk Anggata 
--· .,-. -= ,'""""' *"'"'•'•> ";;:::;1:JJE:~ Kata Depak; 

...... ~~ 
TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN AfJiGOTA!-9£WAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPO~;:tAH\JN AN~~~AN 2012 
WALIKOlA~DEPOK, 

,,.,,,,,,,,.,,, .. ,,,. ,... ,.,,,.._, ..... ·.,.,,.,., .... -·····-·- ......., """'""""'•""--""· ·- -- - '~ 

TENT ANG 

PERATURAN WALIKOTA DEPOK 

NOMOR TAHUN 2012 
-,·.··, ... , ..... , .. 

WALIKOTA DEPOK 



e. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tunjangan Perumahan 

diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan; 

f. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

sebagaimana dimaksud pada huruf d. ketentuan lebih lanjut 

mengenai besarnya tunjangan perumahan untuk pimpinan dan 

Anggota DPRD ditetapkan dengan Perctlara11.:~epala Daerah; 

g. bahwa sebagaimana dimaksud p~0~,a~ri~~: ... a. b, c, d, e, dan f perlu 

ditetapkan Peraturan Walikotag, DepT£~ tentang Tunjangan 

Perumahan bagi Pimpinan ~irf='fo(r:t~gota D;~~~.:::f.'erwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Kota DegirTahun°'P,.nggaran 20-~'"""";: 
~"-"~~;" '"::· ~ _;.::~ ----- 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 15 ~:l'l:un 1999 tentang Pembentukan 

Kotamadya D~~mJr_Tingkat 11 ~·:~~tf2:gk dan Kotamadya Daerah 

Tingkat II Cilego!l':c.((emaa£:an Nega~~publik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 49, r!~b§f:l;I;::e~~l:>liT~-~ Negara Republik Indonesia 
~~(,~~-;~~j~); ~~-" -~;· 

2::·::~~tang-utiang Nom~,h28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

N~~i~'f:~:.Y{~~§EleJ§ilLd~Jl·'~Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

.::="?'~:~::·;·:::::::§f~~.!11~ra~Neg;r'a~Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

- T~;:aaha~Wmt;>aran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
- .... 3. Und~-;~:-Und;:~~ Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lemt1aran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

·~~{amt:>1:ihan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. ]inctang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Nega:-a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik lnd~n~sia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran NegaraJti:fill?Jik Indonesia Nomor 4437) 
- _,;,c...-,,., 

,·,iw;O' -· -·· 

sebagaimana telah diubah de,ng~Jl Una:ag\J:., - Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetifil~""=P~raturan-:;~~erintah Pengganti 

Undang-Undang NomoJ4.Tahun~~.2005 tent~~~l?;;;.e.r:t:Jbahan atas 

Undang- Undang No~o~i~~a~Jfi~~2004 tenta~~"- Pemerintahan 

Daerah menjadi Undang-Un00!€l (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tah~~iQ.05 Nomor i!;iI§lmqahan Lembaran Negara 

Republik lndone;¥6~a~~~"'.~l'. ~~:E;;iF 

8. Und~!2S.:Undang N~ig,s,rif"'3:f~~:rf 2004 tentang Perimbangan 
~euarigl[T:J~antara Perti~rintahan?Pusat dan Pemerintahan Daerah 

;-·1l~mbar;~egara Re~!mllk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
T~~-,~~tbc1~~~e1'f#>a1WLt-:LEiJ~ra Republik Indonesia Nomor 4438); 

- _"''·''*''"'~.":'-~ _- ', . ·:.,.~ ... ,_.,.__,_.. . -~~'*"~ 
.·· -~-'fE:;::.:~~~-.eratura"gEgemerintiff Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

_';..ff?~ ~~~a:Dga~~ae1ah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

- ···-· 200~pmor-~:40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomo~578); 
•· 

'if~e;;feraiEfran Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan •....• ,.. ...... ,....... '-"~--~ 

~~tiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 47); 

' . 



(2). Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 

setiap bulan terhitung mulai Januari 2012. 

c. 

Rp. 6.875.000,- 

Rp. 6.500.000,- 
Per bulan 
Per bulan 

Wakil Ketua, 

Anggata 

b. 

(1)~-Besarnya tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggata 

DPRD Kata Depak Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai berikut: 

a. Ketua, Rp. 7.000.000,- Per bulan 

Pasal 1 

ANGG~FRAN 2012 

- PE~i~~rs:.11t:._WA,LlKOfA DEPOK TENTANG TUNJANGAN 
,._.,.,.,.,,,_,..,.m--·-·.·•·-•·-'''< 

. :"::: .• f5E;:gUMAffi;Z\N BAG·,;_" PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PER~~KILA:~@AKYAT DAERAH (DPRD) KOTA DEPOK TAHUN 

--.··-·-~·-·-,·-········-·'-·'"''"' ..... .. __ , .... 

MEMUTCJSKAN 

11. Peraturan Daerah Kata Depok Namor 07 Tahun 2008 tentang 

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kata Depak (Lembaran Daerah Kata Depak Tahun 2008 
Namor 07); 

12. Peraturan Daerah Kata Depak Namor 98 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembar~~EYaerah Kata Depok Tahun 

2008 Namor 08) sebagaimana tela~iubah dengan Peraturan 
d"="' --- """"" ·--e-•···;··- 

Daerah Nomar 06 Tahun 2010 t~tang "'j::i~r4bahan atas Peraturan 

Daerah Kota Depak Namnr::;=b)':-T1hun 2btiij~~tI:mtang Organisasi 

Perangkat Daerah (LeQl~;ran Daerah Kata oifaok .Tahun 2010 
~-· ..... -· ,._,.._ '°A'"" ' 

Nomor 06); ·"·. . ..... -- 
·------ -- 

13. Peraturan Daerah Kata Depo~amar 11 Tahun 2008 tentang 

Pakok-Pakak P\~~~!g!~an Keu~~-~'.~g~p~erah (Lembaran Daerah 
Kata Depak Tahu~~008~'.Q:~2E 11). t;::::· ---- 00,· ... .,.,,,'.,·--,....,..,_,-~,. 

Menetapkan 

"' . 



Hj. ETY SURYAHATI, SE, M.Si 

NIP. 196312171989032006 
BERIT A DAE RAH KOT A DE POK T AHUN 2012 NOMOR .... 

H. NUR MAHMUDI ISMA'll 

Diundangkan di 
r, Pad a tanggal . 

SEKRETARIS 

Ttd 

WALIKOTA DEPOK, 
,,,., ... m,c·. 

·= ,,__c0,n-, ,, ... 

·= . ~~ 7€:~:~+<~¥~· 
,,.,..,.,., .. ,,..,,,,,___ .. 
------~-" -"" 

._.,,.•,+ '-'""'' ---~ ~-~-"-- - .. ,,,.-, 
- ""*"""''·'"·"-- ........,""",...,... 

~~ ~;=·~::PitE:tapkan di Depok 
··· '$da tanggal ..... Januari 2012 ..,.,.,,,.;.;~ 

-~ ..Y<.>=•,,, ...... _ ... , -----~---,..._,... . ....,,._,.-,_,,. .,,. - .,, .. ,._.,_...,,,._,...,,. 

Pas~!?ff · ;~==:~,. 
Peraturan Walikota ini mulai berlal<~:~.?da tan:g~~J diundangkan. 
Agar setiap orang da~~f·,.·:rn;ngetahuirtYl1::. memerintahkan 

pengundangan Peraturao:::iau.kota inbdengan pe~lirnnya dalam 
~""' ~ ;;:•' 

Serita Daerah Kota Depok. ~ ,, .:i:?" -.. .i: 

-- ,_,.__ - ~,.-. 

berlaku. 

Pasal2 
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan 
Walikota Depok Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tunjangan 
Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kota Depok Tahun Anggaran 2011 dinyatakan tidak 

.. 
• .. 

I, 'lit, 'f.~ .. 


